BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR gs TAHUN 2019
TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG,

bahwa dalam rangka menindalanjuti ketentuan Pasal 25
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu diatur mengenai
kedudukan dan susunan organisasi sekretariat daerah;
bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah telah diatur dengan
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 66
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Sekretariat Daerah;

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan
dan susunan organisasi pada Sekretariat Daerah, maka
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);



Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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4. Sekretariat Daerah atau yang selanjutnya disebut Setda
adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bandung.

6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa
pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga
Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya
secara profesional, efektif dan efisien.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

(1) Setda merupakan unsur staf

(2) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

Pasal 3

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf
Ahli.

(2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Setda, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
membawahkan:
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
b) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
c) Subbagian Otonomi Daerah.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
3. Bagian Hukum, Membawahkan:
a) Subbagian Perundang-Undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum,;
c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
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4.Bagian Kerja Sama, membawahkan :
a) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
b) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
c) Subbagian Evaluasi Kerja Sama.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
b) Subbagian Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian;
c) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
Mikro Kecil.
2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
a) Subbagian Penyusunan Program;
b) Subbagian Pengendalian Program,;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan :
a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik;
c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa.
4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan :
a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan;
b) Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungan Hidup;
c) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
1. Bagian Umum, membawahkan :
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
b) Subbagian Perlengkapan;
c) Subbagian Rumah Tangga.
2. Bagian Organisasi, membawahkan :
a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
membawahkan:
a) Subbagian Protokol;
b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
¢) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, Membawahkan :
a) Subbagian Perencanaan,
b) Subbagian Keuangan;
c) Subbagian Kepegawaian.
(2) Struktur Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
a. Pemerintahan, hukum dan politik;
b. Pembangunan dan ekonomi; dan
c. Kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

(2) Staf Ahli Bupati bertugas memberikan rekomendasi
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai

keahliannya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja
Setda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

(2) Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati pada Setda
merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

(3) Kepala Bagian pada Setda merupakan jabatan struktural
eselon Illa atau Jabatan Administrator;

(4) Kepala Subbagian pada Setda merupakan jabatan eselon IVa
atau Jabatan Pengawas;

(5) Pengisian Pejabat berdasarkan struktur Setda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diselesaikan paling
lambat Bulan Januari 2020.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 66), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

el kan di Soreang
ada ganggal 15 November 2019

0.
>/

PADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 November 2019

’

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 86




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOE 85 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
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